PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK,

DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (PADA KANTOR





2.1 Tinjauan Umum Mengenai Pajak 
2.1.1    Pengertian pajak 
Ditinjau dari jumlah pendapatan yang diterima oleh negara, penerimaan pajak 
merupakan  penerimaan yang  dominan  dari  seluruh penerimaan negara. Banyak 
para ahli memberikan batasan tentang pajak, tetapi pada intinya mempunyai maksud 
dan tujuan yang sama. Berikut ini adalah beberapa pengertian mengenai pajak oleh 
para ahli, yaitu: 
Banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian 
pajak yang dikemukakan oleh R. Santoso Brotodiharjo (2012:3), pajak adalah 
peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai 
pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan 
sumber utama untuk membiayai public investment. 
Menurut Waluyo (2009:2) pengertian pajak adalah sebagai berikut: “Pajak 
adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh 
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) 
dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang 
gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas 
negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”. 
Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan 
umum dan tata cara perpajakan adalah sebagai berikut; “Pajak adalah kontribusi 
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wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat”. Tentang perpajakan ada  beberapa pendapat dari para ahli  yang dikutip dari 
Siti Resmi (2009:11), antara lain: 
Menurut Rochmat Soemitro (2008:2) : “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat 
jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum”. 
Menurut S. I. Djajadiningrat (2011:3) : “Pajak sebagai suatu kewajiban 
menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, 
kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai 
hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan 
tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara 
kesejahteraan umum”. 
Menurut N. J. Feldmann (2007:2) : “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan 
sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang 
ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata 
digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum”. 
2.1.2 Fungsi pajak 
Berdasarkan definisi pajak yang telah dijabarkan sebelumnya, secara  implisit  
terlihat  ada  dua  fungsi  pajak  berdasarkan  Mardiasmo (2009:1), yaitu: 
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a. Fungsi Penerimaan (Budgetary) 
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya. 
b. Fungsi Mengatur (Regulatory) 
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pajak yang tinggi dikenakan 
terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang 
tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup 
konsumtif dan tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk 
indonesia di pasaran dunia. 
2.1.3 Cara Pemungutan Pajak 
Cara pemungutan pajak dapat dibagi menjadi (Resmi, 2009:9): 
a. Stelsel Pajak 
Dalam stelsel pajak ada 3 cara pemungutan pajak dilakukan: 
1) Stelsel Nyata (riil stelsel) 
Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga 
pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak yakni setelah 
penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini 
adalah pajak yang dikenakan realistis. Kelemahan nya adalah pajak baru dapat 
dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui). 
2) Stelsel Anggapan (fictive stelsel) 
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Pengenaan pajak berdasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-
undang, sebagai contoh penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun 
sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah ditetapkan besarmya pajak 
yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak 
yang dibayar selama tahun berjalan, tahun harus menunggu akhir tahun. 
Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang 
sesungguhnya. 
b. Sistem Pemungutan Pajak 
Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu 
(Mardiasmo, 2009:7): 
1) Official Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada 
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib 
pajak. 
Ciri-cirinya: 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus. 
b) Wajib pajak bersifat pasif. 
c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh      
fiskus. 
2) Self Assessment System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 




a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 
pajak sendiri. 
b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan 
sendiri pajak yang terutang. 
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
3) With Holding System 
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada 
pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk 
menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. 
Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada 
pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak. 
2.2 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
Nomor pokok wajib pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib 
pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda 
pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya. (Billy Ivan Tansuria, 2010:1). 
Menurut Resmi (2009:26), nomor pokok wajib pajak merupakan suatu sarana 
dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 
identitas wajib pajak. 
Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif 
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self 
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assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk 
dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan nomor pokok wajib 
pajak (NPWP). Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang 
menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk 
pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak 
Penghasilan 1984 dan perubahannya (Diana dan Setiawati, 2009:4). 
2.2.1 Tata Cara Pendaftaran NPWP 
Wajib pajak mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak dan/atau 
Formulir Permohonan Pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas serta ditandatangani 
oleh wajib pajak atau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran 
wajib pajak. Jika permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus memiliki surat 
kuasa khusus. 
Selain mengisi Formulir Pendaftaran, wajib pajak harus menyertakan data 
pendukung yang perlu, diantaranya sebagai berikut (Billy Ivan Tansuria, 2010:3): 
1) Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan/tidakmenjalankan usaha 
atau pekerjaan bebas. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau 
paspor bagi orang asing. 
2) Untuk Wajib Pajak Badan 
a. Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari 
kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap. 
b. NPWP Pimpinan atau Penanggung Jawab Badan. 
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c. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang 
asing sebagai penanggung jawab. 
3) Untuk Bendahara sebagai Pemungut atau Pemotong: 
a. Bendahara Surat penunjukkan sebagai. 
b. Kartu Tanda Penduduk Bendahara. 
4) Untuk Joint Operation sebagaiWajib Pajak Pemungut atau Pemotong: 
a. Perjanjian kerjasama/Akte Pendirian sebagai Joint Operation. 
b. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang 
asing sebagai penanggung jawab. 
c. NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Joint Operation. 
Bagi pemohon yang berstatus cabang, Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha 
tertentu atau wanita kawin tidak pisah harta harus memilki NPWP Kantor 
Pusat/domisili suami 
2.2.2 fungsi NPWP 
Menurut Mardiasmo (2009:22), fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu: 
a. Sarana dalam administrasi perpajakan. 
b. Tanda pengenal diri atau Identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan 
kewajiban perpajakannya. 
c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. 





2.2.3 Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri 
Sanksi bagi seseorang yang diwajibkan memiliki NPWP namun tidak 
mendaftarkan diri untuk memporoleh NPWP menurut Pasal 39 ayat 1 Undang-
undang nomor 28 tahun 2007, adalah sebagai berikut: 
1. Setiap orang yang dengan sengaja : 
a. Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau 
tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena 
Pajak 
b. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak 
atau Pengukuhan pengusaha Kena Pajak 
c. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan 
d. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak 
benar atau tidak lengkap 
e. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
29 
f. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu 
atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan 
yang sebenarnya 
g. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak 
memperhatikan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain 
h. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar 
pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan 
17 
 
data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan 
secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 28 ayat (11);atau 
i. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga 
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan 
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) 
tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang 
tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak 
terutang yang tidak atau kurang dibayar. 
2. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 
2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana 
dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya 
menjalani pidana penjara yang dijatuhkan. 
3. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana 
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak 
atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang 
isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan 
kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara 
paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling 
sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau 
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pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi 
yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. 
2.3  Pemeriksaan Pajak 
Pengertian pemeriksaan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 
dikutip dari Pardiat (2008:11) adalah sebagai berikut: 
“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
Menurut Priantara (2000:24), pemeriksaan merupakan interaksi antara 
pemeriksa dengan wajib pajak. Untuk itu dibutuhkan sikap positif dari wajib pajak 
sehingga pelaksnaan pemeriksaan dapat lebih efektif. 
2.3.1 Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak 
Tabel 2.1 
Dasar Hukum Pemeriksaan Pajak 
 
No. Peraturan Tanggal   Terutang  
1. UU   No.   6   Tahun   1983 27/07/2007 Ketentuan   Umum   dan   Tata 
 sebagaimana  diubah  terakhir  Cara Perpajakan  
 dengan UU No. 28 Tahun 2007      
2. PP No. 80 Tahun 2007 01/01/2008 Tata Cara Pelaksanaan Hak dan 
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   Kewajiban Perpajakan 
   berdasarkan  UU  No.  6  Tahun 
   1983 sebagaimana diubah 
   terakhir  dengan  UU  No.  28 
   Tahun 2007  
3. PMK No. 199/PMK.03/2007 28/12/2007 Tata Cara Pemeriksaan Pajak 
4. Per  Dirjen  Pajak  No.  PER- 02/05/2008 Petunjuk Pelaksanaan 
 19/PJ/2008  Pemeriksaan Kantor  
5. Per  Dirjen  Pajak  No.  PER- 02/05/2008 Petunjuk Pelaksanaan 
 20/PJ/2008  Pemeriksaan Kantor  
6. PMK No. 202/PMK.03/2007 28/12/2007 Tata Cara Pemeriksaan Bukti 
   Permulaan Tindak  Pidana  di 
   Bidang Perpajakan  
7. Surat edaran Dirjen Pajak No. 31/12/2008 Kebijakan Pemeriksaan Untuk 
 SE-1/PJ.04/2008  Menguji Kepatuhan Wajib 
   Pajak    
Sumber: Prastowo, Yustinus (2009:170) 
2.3.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak 
Menurut Rahayu (2010:246), tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 
2000 adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam 
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rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak 
dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan. 
Tujuan  terutama  dari  pemeriksaan  pajak  adalah  pengujian kepatuan wajib 
pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban-kewajiban perpajakan yang 
harus dipenuhi oleh wajib pajak, termasuk di dalamnya tidak terkecuali adalah 
kewajiban para pemungut dan pemotong pajak adalah sebagai berikut: 
a. Wajib pajak orang pribadi dan badan, dalam hal: 
1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. 
2. Mengisi dan memasukkan SPT dan 
3. Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan. 
 
b. Pengusaha Kena Pajak, dalam hal: 
1. Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. 
2. Mengisi dan memasukkan SPT masa PPN dan PPnBM. 
3. Menerbitkan Faktur Pajak dan memungut PPN. 
c. Pemberi kerja, dalam hal memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas gaji, 
upah, honorarium dan sebagainya yang dibayarkan. 
d. Pemungut PPN/PPnBM yang terdiri dari bendaharawan pemerintah, badan-badan 
tertentu dan Kantor Perbendaharaan dan Kasa Negara memungut, menyetor, dan 
melaporkan PPN/PPnBM yang dipungut dari PKP. Ketentuan ini yang 
sebelumnya diatur dalam beberapa keputusan Menteri Keuangan, telah dicabut 
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dan dihitung mulai 1 Januari 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 
No. 563/KMK 03/2003 tanggal 24 Desember 2003, yang ditunjuk sebagai 
pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan 
kas negara. Dengan demikian badan-badan tertentu tidak lagi sebagai pemungut 
PPN. 
2.3.3 Jenis Pemeriksaan Pajak  
a. Pemeriksaan Lapangan 
Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat 
kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal 
wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak (yang 
meliputi satu, beberapa jenis pajak, untuk tahun kegiatan dan/atau tahun-tahun 
sebelumnya). Prosedur pemeriksaan lapangan (Pardiat, 2008:58): 
1) Pemeriksaan pajak ke tempat WP yang akan diperiksa: 
a) Menyampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan kepada WP, 
dilampirkan kopi surat perintah pemeriksaan. 
b) Menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan. 
c) Pemeriksaan lapangan di laksanakan pada jam kerja, dalam hal tertentu 
dilakukan jam kerja. 
2) WP yang diperiksa 
a) WP berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat   
perintah pemeriksaan dan tanda pengenal pemeriksa. 
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b) WP berhak meminta kepada Pemeriksa Pajak untuk memberikan 
penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan pajak. 
3) Pemeriksa Pajak berwenang 
a) Memeriksa atau meminjam buku-buku, catatan-catatan dan dokumen 
pendukung lainya termasuk keluaran atau media komputer dan perangkat 
elektronik pengolah data lainya. 
b) Meminta keterangan lisan atau tulisan dari WP yang diperiksa. 
c) Memasuki tempat atau ruangan yang diduga merupakan tempat 
menyimpan dokumen, uang, barang, yang dapat memberi petunjuk tentang 
keadaan usaha WP. 
d) Melakukan penyegelan tempat atau ruangan tersebut pada huruf c, apabila 
WP atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk 
memasuki tempat ruangan dimaksud. 
e) Meminta keterangan dan atau data yang diperlukan dari pihak ketiga yang 
mempunyai hubungan dengan WP yang diperiksa. 
4) Peminjaman buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen yang terkait dan 
membuat bukti peminjaman buku dan dokumen tersebut serta memberikan 
tanda bukti peminjaman buku-buku tersebut secara rinci dan jelas mengenai 
jenis serta jumlahnya. WP wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku 
tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal 
permintaan, jika WP tidak memenuhinya dalam jangka waktu yang di tetapkan 
maka dikirim surat peringatan pada hari kerja berikutnya. Pemeriksa pajak 
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wajib mengembalikan buku-buku dan catatan-catatan yang dipinjam dari WP 
paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya pemeriksaan. 
5) Keterangan pihak ketiga 
a) Pemeriksaan pajak melalui Kepala Unit Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak 
dapat meminta keterangan atau bukti yang berkaitan dengan pemeriksaan 
yang sedang dilakukan terhadap WP kepada pihak ketiga sebagaimana 
dimaksud Pasal 35 ayat (1) KUP (Undang-undang No. 16 Tahun 2000), 
secara tertulis. 
b) Pihak  ketiga  harus  memberikan  keterangan  paling  lama  7 (tujuh) hari 
sejak diterimanya surat permintaan keterangan/bukti. 
c) Apabila dalam waktu jangka tersebut no 5b tidak terpenuhi pemeriksa 
pajak memberikan surat peringatan I, dan apabila tidak dipenuhi diberikan 
surat peringatan II. 
d) Apabila surat peringatan II tidak dipenuhi pemeriksa pajak membuat berita 
acara tidak dipenuhinya permintaan. 
e) Keterangan/bukti dari pihak ketiga dan dapat melaporkannya kepada pihak 
kepolisian tempat pihak ketiga tersebut berdomisili atau berkedudukan. 
6) Metode pemeriksaan pajak 
Pemeriksa pajak setelah menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen dari WP melakukan pemeriksaan, metode pemeriksaan pajak terdiri 
dari metode langsung dan metode tidak langsung. 
7) Laporan pemeriksaan pajak (LPP) 
24 
 
a) Hasil pemeriksaan di tuangkan dalam LPP setelah disetujui oleh Kepala 
Unit Pelaksana Pemeriksa Pajak (UPPP), diberitahukan kepada WP dengan 
menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) dilampiri 
dengan Daftar Temuan Pemeriksaan Pajak. 
b) WP dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal SPHP diterima 
memberikan tanggapan tertulis baik setuju maupun tidak setuju, WP dapat 
mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu pemberian 
tanggapan kepada Kepala UPPP. 
c) Setelah menerima SPHP, WP berhak meminta kepada pemeriksa pajak 
rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil 
pemeriksaan dengan SPT. 
d) WP yang menyetujui seluruh hasil pemeriksaan, menanda-tangani: 
1) Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan (STHP). 
2) Pernyatan Persetujuan Hasil Pemeriksaan (PPHP). 
3) Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan (BAPHP). Dan 
mengembalikan kepada Kepala UPPP. 
e) WP yang tidak setuju sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, 
menyampaikan STHP dilampiri bukti-bukti pendukung sanggahan serta 
penjelasan seperlunya kepada Kepala UPPP. 
8) Tata cara pembahasan akhir 




a) Dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan Pajak 
wajib memberitahukan secara tertulis kepada WP tentang hasil 
pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda antara Surat Pemberitahuan 
dengan hasil pemeriksaan untuk ditanggapi WP. 
b) Atas pemberitahuan tersebut, WP wajib menyampaikan tanggapan secara 
tertulis berdasarkan tanggapan tertulis. 
c) Berdasarkan tanggapan tertulis dari wajib pajak, Pemeriksaan Pajak 
mengundang wajib pajak untuk menghadiri Pembahasan Akhir Hasil 
Pemeriksaan. 
d) Dalam pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, wajib pajak dapat 
didampingi oleh Konsultan Pajak dan/atau Akuntan Publik. 
e) Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan akan diatur lebih lanjut 
dengan peraturan Direktur Jenderal Pajak. 
f) Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak 
menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaaan, wajib dibuatkan Berita 
Acara, dan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak diterbitkan 
secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada 
wajib pajak. 
g) Pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak tidak dilakukan 





b.  Pemeriksaan Kantor 
Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di 
Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang meliputi data jenis Pajak tertentu 
pada tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilaksanakan 
melalui pelaksanaan melalui Pemeriksaan Sederhana (Pardiat, 2008:71). 
1) Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SPPP) dapat diterbikan untuk 1 (satu) atau 
beberapa Masa Pajak dalam suatu Tahun Pajak atau untuk 1 (satu) Tahun Pajak 
terhadap 1 (satu) wajib pajak. 
2) Berdasarkan SPPP tersebut, Kepala UPPP segara memanggil wajib pajak 
dengan menggunakan Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Pajak yang 
dilampiri dengan Daftar Buku, Catatan dan Dokumen yang diperlukan oleh 
Pemeriksa Pajak. 
3) Pemeriksa Pajak harus memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Pemeriksaan 
Pajak dan Surat Perintah pemeriksaan pajak kepada WP yang diperiksa. 
4) Surat Pangggilan dalam rangka Pemeriksaan Pajak harus sudah dikirimkan 
kepada WP paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal penerbitan SPPP kepada 
WP yang diperiksa. 
5) WP yang harus memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang 
telah ditentukan dalam Surat Panggilan dalam rangka Pemeriksaan Pajak 
dengan membawa buku, catatan dan dokumen yang diperlukan oleh Pemeriksa 




6) Apabila buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam 
berupa fotokopi harus dinyatakan sesuai dengan aslinya dengan surat 
pernyataan wajib pajak. 
7) Terhadap WP yang tidak memenuhi panggilan segera diterbitkan Surat 
Panggilan kedua. 
8) WP yang menyetujui seluruh hasil pemeriksaan harus menandatangi STHP 
(surat tanggapan hasil pemeriksaan) beserta Lembar Pernyataan Persetujuan 
Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan 
menyerahkan kembali kepada Kepala UPPP. 
9) Wajib pajak yang tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan 
harus mengisi, menandatangani dan menyampaikan STHP kepada Kepala 
UPPP dan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung sanggahan serta penjelasan 
seperlunya. 
10) Berdasarkan tanggapan WP, Pemeriksa Pajak mengirimkan Surat Panggilan 
melalui faksimili, pos tercatat, atau jasa pengiriman lainnya kepada wajib pajak 
untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka 
pelaksanaan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan. 
11) Dalam pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, WP dapat didampingi oleh 
Konsultan Pajak dan atau Akuntan Publik yang melakukan audit atas laporan 
keuangan wajib pajak untuk tahun pajak yang sedang diperiksa. 
12) Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam suatu Berita Acara Hasil 
Pemeriksaan beserta lampirannya berupa Ikhtisar Pembahasan Akhir dan harus 
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ditandatangani WP dan pemeriksaan Pajak, dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Laporan Pemeriksaan Pajak. 
13) Dalam hal WP menolak untuk menandatangani Berita Acara Hasil 
Pemeriksaan, Tim Pemeriksaan Pajak membuat catatan tentang penolakan 
tersebut dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan. 
14) Proses pemberitahuan hasil pemeriksaan sampai dengan persetujuan atau 
menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pembahasan Akhir Hasil 
Pemeriksaan harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
sejak SPHP diterima WP. 
15) Apabila WP tidak memberikan tanggapan dan atau tidak menghadiri 
Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, harus dibuatkan Berita Acara Tidak 
Memberikan Tanggapan/Berita Acara Ketidakhadiran wajib pajak, sebagai 
dasar penerbitan SKP berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada 
WP. 
16) Bentuk formulir tersebut di atas sudah tersedia. 
2.3.4 Jangka Waktu Pemeriksaan 
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 
2008, ditetapkan bahwa : 
a. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) 
bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang 
dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam 
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rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil 
Pemeriksaan. 
b. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) 
bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang 
dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal 
Laporan Hasil Pemeriksaan. 
c. Apabila Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus lain 
yang dapat berindikasi adanya rekayasa transaksi dengan transfer pricing 
dan/atau transaksi khusus lainnya yang berindikasi adanya rekayasa 
transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta 
memerlukan waktu yang paling lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan 
dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun. 
2.3.5 Prosedur Pemeriksaan Pajak 
Mardiasmo (2009:35), menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan pajak 
sebagai berikut: 
1. Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak 
(SP3) dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. 
2. Wajib pajak yang diperiksa harus: 
a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 
menjadi dasarnya dan dokumen lain yang sehubungan dengan penghasilan 
yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek 
yang terhutang pajak. 
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b. Memberi kesempatan untuk memasuki ruang atau tempat yang dipandang 
perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. 
c. Memberikan keterangan yang diperlukan. 
d. Apabila dalam pengungkapan hal-hal dalam angka (1) wajib pajak terikat 
oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban itu tidak berlaku 
untuk keperluan pemeriksaan tersebut. Dirjen pajak berwenang melakukan 
penyegelan tempat atau ruang tertentu, bila wajib pajak tidak memenuhi 
kewajiban huruf b diatas. 
2.4  Penagihan Pajak 
Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 penagihan 
pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan 
biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan 
penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan 
pencegahan, melaksankaan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang 
yang telah disita (Rahayu, 2010:197). 
2.4.1 Pengelompokkan Penagihan Pajak 
Menurut Suandy (2008:173), penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 
(dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif: 
1. Penagihan Pajak Pasif 
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak 
(STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang 
Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak 
31 
 
terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak 
terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum 
dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak 
secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. 
2. Penagihan Pajak Aktif 
Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana 
dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim 
surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan diikuti denan tindakan sita, dan 
dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. 
2.4.2 Tahapan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
1. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran 
oleh pejabat. 
2. Jika wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPKB, SKPKBT, jangka waktu 
pelunasan pajak untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan 
keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil 
pemeriksaan tertangguh selama satu bulan sejak tanggal penerbitan surat 
keputusan keberatan. 
3. Jika wajib pajak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan, 
sehubungan dengan SKPKB, atau SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak 
tertangguh selama satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding. 
4. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui 
untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 
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5. Penerbitan surat teguran. 
6. Penyampaian surat teguran dapat dilakukan: 
a) Secara langsung. 
b) Melalui pos. 
c) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penagihan 
surat. 
7. Jika jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak setelah lewat 21 
(dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan surat teguran, surat paksa 
diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh juru sita pajak 
kepada penanggung pajak. 
8. Surat paksa juga dapat diterbitkan dalam hal: 
a) Telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap penanggung 
pajak, atau 
b) Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam 
keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. 
9. Juru sita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu 
tanggal jatuh tempo pembayaran dalam kondisi: 
a) Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau 
berniat untuk itu. 
b) Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang 
dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan 
atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia. 
33 
 
c) Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan 
membubarkan badan usaha, memekarkan usaha, memindahtangankan 
perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan 
bentuk lainnya. 
d) Badan usaha akan dibubarkan oleh negara atau terjadi penyitaan atas barang 
penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan. 
10. Surat paksa diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan 
salinan surat kepada penanggung pajak. 
11. Surat paksa akan diberitahukan kepada orang pribadi atau badan. Jika 
penanggung pajak atau pihak-pihak yang dimaksud menolak untuk menerima 
surat paksa, juru sita pajak meninggalkan surat paksa tersebut dan mencatatnya 
dalam berita acara bahwa penanggung pajak pajak tidak mau menerima surat 
paksa dan surat paksa dianggap telah diberitahukan. 
12. Jika pemberitahuan surat paksa tidak dapat dilaksanakn, surat paksa disampaikan 
melalui pemerintah daerah setempat. 
13. Jika tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan wajib pajak atau 
penanggung pajak tidak diketahui, penyampaian surat paksa dilaksnakan dengan 
menempelkan salinan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang 
menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain. 
14. Jika pelaksanaan surat paksa harus dilakukan di luar wilayah kerja pejabat, 
pejabat yang menerbitkan surat paksa tersebut meminta bantuan kepada pejabat 
yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan surat paksa. 
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15. Jika setelah lewat 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepada penanggung 
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan utang pajak tidak dilunasi oleh 
penanggung pajak, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. 
16. Berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan, juru sita pajak 
melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak. 
17. Jika penanggung tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah 
lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat 
melakukan pengumuman lelang. 
18. Pengumuman lelang dilakukan satu kali, sedangkan untuk barang tidak bergerak 
dilakukan 2 (dua) kali. 
19. Jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak 
setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang, pejabat 
melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang 
negara. 
2.5 Penerimaan Pajak 
Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena 
pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling 
utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). Jika dilihat dari sisi ekonomi, penerimaan dari sektor pajak 
merupakan penerimaan negara yang potensial, karena melalui pajak pemerintah dapat 
membiayai sarana dan prasarana publik diseluruh sektor kehidupan, seperti sarana 
transportasi, air, listrik, pendidikan, kesehatan, keamanan, komunikasi, sosial dan 
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berbagai fasilitas lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. 
Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan 
meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah 
untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak terus digulirkan. Salah satu 
langkah yang dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan 
diberlakukannya kewajiban kepemilikan NPWP bagi wajib pajak. Semua wajib pajak 
yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib 
mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib 
pajak dan sekaligus untuk mendapatkan NPWP (Gisijanto, 2008:84). 
2.6 Pajak Menurut Pandangan Islam 
Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang jelas, 
baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. 
Adapun dalil secara umum, semisal firman Allah. 
ِمِطاَبْناِب ْمُكَنْيَب ْمُكَناَوْمَأ اوُهُكْأَت اَن اوُنَمآ َنيِذَنا اَهُيَأ اَي 
“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan cara yang batil….”[An-Nisa : 29] 
Dalam sebuah hadits yang shahih Rasulullah Shallallahu „alaihi wa sallam 
bersabda. 
ُهْنِم ٍسْفَن ِبْيِطِب َلاِإ ٍمِهسُم ٍئِرْما ُلاَم ُمِحَي َلا 




Dalam ayat dan hadist diatas Allah beserta rasul melarang hamba-Nya saling 
memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah 
salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya 
2.7 Penelitian Terdahulu 
Penulis merujuk pada beberapa penelitian terdahulu dalam melakukan 
penelitian, yaitu: 
Tabel 2.2 
Tabel Penelitian Terdahulu 
 

















































































































































































































































































































































































































2.8 Kerangka Pemikiran 
Kerangka berpikir ini dapat dituangkan dalam sebuah 
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2.9 Pengembangan Hipotesis 
2.9.1 Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak 
Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak dalam 















kepemilikan NPWP bernilai positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. 
Semakin banyak wajib pajak yang memiliki NPWP maka akan meningkatkan 
penerimaan pajak. Sesuai dengan fungsinya NPWP merupakan suatu sarana 
administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas 
wajib pajak.  
Berdasarkan pemahaman tersebut maka dirumuskan masalah hipotesis sebagai 
berikut : 
H1 : Kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap 
penerimaan pajak. 
 
2.9.2 Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak 
Pengaruh pemerikasaan pajak terhadap penerimaan pajak dalam penelitian 
Andy Wijayanto (2012;10) dikatakan bahwa pemeriksaan pajak terjadi koefisien 
bernilai positif dan signifikan dengan penerimaan pajak, semakin banyak pemeriksa 
pajak melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan semakin 
meningkat. Hal ini berarti bahwa semakin efektif seorang karyawan pemeriksa pajak 
dan melakukan setiap tahapan-tahapan pemerikasaan pajak berdasarkan keputusan 
mentri keuangan nomor 545/KMK.04/2000 dapat meningkatkan penerimaan negara 
dalam sektor perpajakan. Peran pemerikasaan sebagai pendongkrak penerimaan pajak 
mengharuskan adanya pengawasan yang efektif terhadap penerimaan pajak. 
Berdasarkan pemahaman tersebut maka dirumuskan masalah hipotesis sebagai 
berikut : 
H2 : Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikam terhadap penerimaan pajak 
 
2.9.3 Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak 
Pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak dalam penelitian 
Trinanda Simangunsong (2013:10) dikatakan bahwa penagihan pajak terjadi 
koefisien bernilai positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, semakin 
penagihan pajak itu dilakukan maka penerimaan pajak akan semakin meningkatkan. 
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Dengan adanya penagihan pajak wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya 
dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat 
meningkatkan penerimaan pajak. 
Berdasarkan pemahaman tersebut maka dirumuskan masalah hipotesis sebagai 
berikut : 
H3 : Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. 
 
2.9.4 Pengaruh kepemilikan NPWP, Pemeriksaan pajak, penagihan pajak 
terhadap penerimaan pajak 
 Dalam gabungan penelitian diatas variabel kewajiban kepemilikan NPWP, 
pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan 
pajak pada kantor pelayana pajak wilayah jakarta selatan. Begitu juga dengan 
penelitian Trinanda Simangunsong (2015:36) menyatakan bahwa kepemilikan NPWP 
dan penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak pada KPP 
Pratama Sumedang. 
 Berdasarkan pemaham tersebut maka dirumuskan masalah hipotesis sebagai 
berikut : 
H4 : Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan pajak, penagihan pajak berpengaruh 
signifikan terhadap penerimaan pajak. 
 
